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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun mengenai 

perlindungan hukum terhadap konsumen di Dinas Perdagangan Provinsi Nusa 

Tenggara Barat menyusun beberapa kesimpulan: 

1. Bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan oleh dinas perdagangan 

provinsi adalah dengan merujuk kepada Undang-Undang No 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat 1 yaitu  segala upaya 

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan 

kepada konsumen. 

a. Dinas perdagangan provinsi juga melakukan kegiatan pengawasan dan 

penindakan di bidang perlindungan konsumen khususnya dalam 

pengangkutan pangan yang dikemas tanpa izin edar dan pangan yang 

terkait dengan pangan yang dikemas/ilegal dan kadaluarsa tanpa izin edar 

yang dapat dibuktikan dengan segera ditindaklanjuti oleh pihak 

berwenang  dengan cara memberi teguran atau peringatan pertama 

kepada pelaku usaha dan memberi arahan. 

b. Dinas provinsi juga telah bekerja sama dengan BPSK (badan penyelsaian 

sengketa konsumen) 2022 dengan kasus sebanyak 53 kasus dengan 

rincian, Kota Mataram sebanyak 28 kasus, kabupaten Sumbawa 

sebanyak 9 kasus, kabupaten Lombok Utara sebanyak 4 kasus dan 

kabupaten Lombok Barat sebanyak 12 kasus dengan cara pro justisia dan 
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non pro justisia dan kasus yang sudah terselesaikan dari tahun 2022 

sampai tahun 2023 sebanyak 47 kasus yang sudah terselesaikan. 

2. Peran Dinas Perdangan Provinsi dalam mengawasi peredaran kerupuk tanpa 

merek sudah sesuai dengan visi dan misi yaitu: visi terwujudnya pelayanan 

informasi yang cepat, tepat dan transparan. Misi memberikan pelayanan 

yang cepat dan memuaskan. 

Dinas perdagangan provinsi juga telah memantau dan menegakkan 

hukum tentang perlindungan konsumen, terutama ketika menjual makanan 

kemasan tanpa izin penjualan dan tanpa tanggal kedaluwarsa.  

Terkait dengan barang makanan kemasan tanpa izin edar/ilegal dan 

kadaluarsa yang ditemukan langsung di tindak lanjuti oleh petugas dengan 

tahapan pertama memberikan peringatan pertama berupa teguran peringatan 

kedua berupa surat peringatan dan setelah itu baru dilakukan penyitaan 

barang untuk ditindak lanjuti oleh petugas. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti dapat memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Dinas perdagangan provinsi dan dinas perindustrian bekerja sama dengan 

badan pengawas obat dan makanan (BPOM) serta dinas kesehatan 

seharusnya melakukan peningkatan pengawasan, pembinaan, sosialisasi 

kepada masyarakat secara ketat terhadap peredaran produk pangan terutama 

kerupuk kemasan yang tidak memiliki izin resmi di wilayah nusa tenggara 
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barat (NTB) khususnya di kota mataram untuk meminimalisir kerugian 

yang diderita oleh masyarakat.  

2. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya seharusnya menunjukan iktikad 

baik dan memberikan informasi yang jelas atas barang dan/atau jasa yang 

diedarkan serta berupanya memperhatikan hak-hak konsumen dan 

kewajibannya sebagai pelaku usaha yang telah dirumuskan dalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan tidak melanggar larangan-

larangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

3. Konsumen pangan hendaknya bersifat kritis dalam memperjuangkan hak-

hak serta berhati-hati dalam membeli dan menggunakan produk pangan agar 

terhindar dari kemungkinan adanya bahan berbahaya yang terkandung 

dalam produk kerupuk tanpa izin edar. Pemahaman hukum perlindungan 

konsumen perlu ditingkatkan agar kesadaran hukum masyarakat terkait 

perlindungan konsumen lebih optimal dalam pelaksanaannya. 

        

 

  



62 

 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. BUKU-BUKU 

A. Abdurrahman, 1986. Kamus Ekonomi – Perdagangan, Gramedia. 

Achmad Ali, 1996. Menguak Tabir Hukum, Chandra Pratama, Jakarta. 

Ahmadi Miru dan Sutaman Yodo, 2015. Hukum Perlindungan Konsumen, Raja 

Grapindo Persada, Jakarta. 

Amirudin Dan Zainal Asikin, 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT 

Raja Grafindo Persada, Jakarta.  

Az. Nasution, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008. Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar 

grapik, Jakarta.  

Johnny Ibrahim, 2006. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 

Malang, Banyumedia. 

Peter Mahmud Marzuki, 2005. Penelitian Hukum, Prenada Media Grup, 

Jakarta.  

Reksoprajitno Soedijono, 1993. Perilaku Harga Pasar Dan Konsumen, 

Gunadarma. 

Saifullah, Buku Panduan Metodelogi Penelitian, (Han Out, Fakultas Syariah 

Universitas Mataram) 

Soejono Soekanto, 1999. Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.  

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2004. Penelitian Hukum Normatif, 

Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 

Susanti Adi Nugroho, 2011. Proses Penyelsaian Sengketa Konsumen Ditinjau 

Dari Cara Serta Kendala Implementasinya, Kencana, Jakarta. 

Sutrisno Hadi, 1990. Metodelogi Research, Andi Offset, Yogyakarta.  

 

 

 



63 

 

 
 

B. JURNAL 

Nur Rachmat, Penyidikan dan Pertanggungjawaban Pidana produsen 

Terhadap Produk makanan Mengandung Kimia Berbahaya. Jurnal 

Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 2, 2004. 

Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 7 Nomor 1. 

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 

1 

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Bagian Ke 7 Jaminan 

Keamanan Pangan Dan Mutu Pangan No. 37 Pasal 91 Ayat 1 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Bagian 15 Ketentuan 

Pidana No. 55 Pasal 142 

Pasal 1 Angka 15 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.30 Tahun 

2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam 

Wilayah Indonesia. 

Pasal 111 Ayat 2 Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 

PP Nomor 28 Tahun 2004 PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) 

Peraturan Menteri Perdagangan No. 72 Tahun 2020 Tentang Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen Bab I , Pasal 1, Hal. 1-5 

Peraturan Menteri Perdagangan No. 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan 

Barang Beredar, Bab V, Pasal 12, Hal. 11 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Pasal 42 ayat 1 Tentang 

Pengawasan dan Pembinaan 

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 

HK.03.1.12.11.099 Tahun 2011 Tentang Pendaptaran Pangan Olahan 

Pasal 2 

 

D. WEBSITE 

Jamsos Indonesia, 2016, Mengedarkan Makanan dan Minuman Harus Dengan 

Izin Edar, diakses dari www.jamsosindonesia.com pada 2 Desember 

2021. 

 

http://www.jamsosindonesia.com/


64 

 

 
 

  



65 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

  



66 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



68 

 

 
 

  



69 

 

 
 

  



70 

 

 
 

  



71 

 

 
 

  



72 

 

 
 

  



73 

 

 
 

  



74 

 

 
 

  



75 

 

 
 

  



76 

 

 
 

  



77 

 

 
 

  



78 

 

 
 

  



79 

 

 
 

  



80 

 

 
 

  



81 

 

 
 

  



82 

 

 
 

 

 

 

 

 


